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BUPATI BANGKA SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran

Lembaga Pelatihan Kerja;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Selatan
tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga

Pelatihan Kerja Kabupaten Bangka Selatan.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan  Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4033);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268):

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 586);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG TATA CARA
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.



. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah  Daerah  adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintah  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Selatan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas

Daerah, Badan Daerah, Kecamatan.

7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

10.

11.

Transmigrasi.

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk
memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta
mengembangkan kompentensi kerja, produktifitas, sikap, dan
etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pelatihan Berbasis Komptensi yang selanjutnya disebut PBK
adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada
penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan,
ketrampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang di
tetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan
yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang
kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori
dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana
pelatihan, persyaratan peserta, dan tenaga pelatihan serta

evaluasi penetapan kelulusan peserta pelatihan.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang
memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan
tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan
pelatihan.

Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi
dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung
penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap
kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK
adalah instansi pemerintah, badan hokum, atau perorangan
yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
pelatihan kerja.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah
warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di
wilayah Indonesia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
Selatan adalah instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang ketenagakerjaan kabupaten.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung adalah instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagaankerjaan provinsi.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
bertanggungjawab dibidang pelatihan kerja dan produktifitas.

Pasal 2
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

LPK Swasta;

b. LK Pemerintah; atau

LPK Perusahaan.



BAB II
LPK SWASTA
Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 3

(1) LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat
umum wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh kepala dinas
tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bangka selatan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor
registrasi LPK oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan
Peraturan Menter Dalam Negeri yang mengatur mengenai

kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 4
Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama

LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 5
(1) Untuk mendapatkan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara

tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bangka Selatan, dengan melampirkan :

a. fotokopi akta dan keputusan pengesaha pendirian
dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang
disahkan oleh instansi yang berwenang;

b. daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang
tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas
diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
lembaga;

d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana
dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

e. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

f. profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab
LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-
kurangnya memuat:

1) struktur organisasi dan uraian tugas;

2) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat
kompetensi dan tenaga pelatihan;

3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3
(tiga) tahun;

4) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang
akan diselenggarakan;

5) kapasitas pelatihan pertahun; dan

0) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan
program pelatihan yang akan diselenggarakan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik di

atas kertas dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai

nomor telepon/faksimil, alamat email, distempel dan

ditandatangani oleh penanggung jawab LPK.

Pasal 6
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan melakukan
verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan
kondisi riil di lapangan.
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Kepala
Dinas menolak permohonan izin LPK dan harus disampaikan
kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak dilakukan verifikasi.
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja Kepala
Dinas menerbitkan izin LPK dan ditembuskan kepada Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bangka

Belitung dan Direktur Jenderal.



(5) Penerbitan dan penolakan izin LPK disusun dengan mengacu
pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan dibantu oleh tim verifikasi yang
dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja
yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan

ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Pasal 8
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangka Selatan dalam menerbitkan izin LPK harus
mempertimbangkan tingkat risiko bahaya terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja di lingkungan tempat pelatihan kerja.

Pasal 9
Bagi LPK yang telah memperoleh izin dari Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bangka Selatan dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun, LPK wajib memenuhi standar mutu LPK
yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan

Kerja.

Bagian Kedua

Perubahan Izin

Pasal 10
Penanggung jawab LPK wajib melaporkan kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan

dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab LPK atau alamat

LPK.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 11

Pengajuan permohonan perubahan penanggung jawab LPK

sebagaimana  dimaksud dalam = Pasal 10, dengan

melampirkan:

a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;

b. fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan
perubahan dari instansi yang berwenang;

c. pasfoto penanggung jawab dengan ukuran 4x6 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.

Pengajuan permohonan perubahan alamat LPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan:

a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku,;

b. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana
dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan

c. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bangka Selatan menerbitkan izin perubahan LPK

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Penerbitan izin perubahan LPK disusun dengan mengacu

pada Format 2 sebagaimana tercantu dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB III
LPK PEMERINTAH ATAU LPK PERUSAHAAN

Pasal 12

LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, yang
menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
Selatan.

Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bangka Selatan.



Pasal 13
(1) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2), LPK Pemerintah atau LPK
Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangka Selatan, dengan melampirkan:
a. fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan
perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;
b. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri
dan riwayat hidup;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
lembaga;
d. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang
sekurang-kurangnya memuat:
1) struktur organisasi dan uraian tugas;
2) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang
akan diselenggarakan;
3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1
(satu) tahun;
4) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat
kompetensi dan tenaga pelatihan; dan
5) kapasitas pelatihan pertahun.
e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana
dan prasarana pelatihan kerja.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf ¢, dan huruf e, tidak berlaku bagi LPK Pemerintah.

Pasal 14
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1),
yang telah diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya dilakukan

verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.

Pasal 15
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan
oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan.



(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-
kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang
menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan
ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan.

(3) Verifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima dan
dinyatakan lengkap.

(4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
telah selesai dilaksanakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan menerbitkan tanda
daftar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya laporan hasil verifikasi.

(5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangka Selatan ditembuskan kepada Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dan Direktur Jenderal.

(6) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun
dengan mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(7) Apabila setelah 1 (satu) hari kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum menerbitkan tanda daftar,
maka LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan dapat

melaksanakan kegiatan pelatihan kerja.

BAB IV
PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu

LPK Swasta

Pasal 16
Dalam hal LPK swasta akan melakukan penambahan program
pelatihan kerja, maka LPK swasta mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi

Kabupaten Selatan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 17

Pengajuan permohonan penambahan program pelatihan

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan

melampirkan:

a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;

b. realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja;

c. daftar tambahan program pelatihan kerja berbasis
kompetensi;

d. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat
kompetensi dan tenaga pelatihan sesual dengan program
pelatihan kerja tambahan; dan

e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana
dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
pelatihan kerja tambahan.

Dalam hal permohonan penambahan program pelatihan

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

lengkap, dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan permohonan
penambahan program pelatihan kerja diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

Selatan menolak permohonan penambahan program

pelatihan kerja dan harus disampaikan kepada pemohon

dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan
verifikasi.

Dalam hal hasil verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan

sesuai, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bangka Selatan menerbitkan izin penambahan

program pelatihan kerja dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) hari kerja.

Penerbitan izin penambahan program pelatihan kerja

disusun dengan mengacu pada Format 4 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua

LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan

Pasal 18

LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang akan melakukan

penambahan program pelatihan kerja wajib melaporkan secara

tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Selatan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB V
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pembinaan terhadap LPK dilakukan secara terkoordinasi dan
terpadu antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan
pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan
fasilitas, instruktur, dan tenaga pelatihan, penerapan

metode, dan sistem pelatihan kerja serta manajemen LPK.

Pasal 20

LPK wajib melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja
kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangka Selatan setempat secara berkala 6 (enam) bulan
sekali.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja
secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Laporan realisasi kegiatan pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Format 5
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(4) Laporan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), mengacu
pada Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 21
Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Bupati ini dilakukan
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22
Kepala Dinas memberikan sanksi administratif kepada LPK
Swasta berupa:
a. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja;
b. penghentian pelaksanaan pelatihan kerja; atau

c. pencabutan izin LPK.

Bagian Kesatu
Penghentian Sementara Pelaksanaan

Program Pelatihan Kerja

Pasal 23
(1) Kepala Dinas menjatuhkan sanksi sementara administratif
berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dalam hal
LPK:
a. menggunakan instruktur dan tenaga pelatihan tidak
sesuai dengan program,;
b. melaksanakan pelatihan kerja di luar program yang telah
disetujui; dan
c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja

tidak sesuai dengan program.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
pelaksanaan program pelatihan kerja diberikan oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
Selatan dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling
lama 6 (enam) bulan.

Bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan mengenai
penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan
mengacu pada Format 7 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus
dipenuhi LPK selama masa program penghentian sementara
pelaksanaan pelatihan kerja.

Selama masa penghentian sementara pelaksanaan program
pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK
dilarang menerima peserta pelatihan kerja untuk program
pelatihan kerja yang sedang diberhentikan sementara

pelaksanaan program pelatihan kerjanya.

Pasal 25

Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian
sementara pelaksanaan program pelatihan kerja dan telah
menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1), maka LPK wajib melaporkan secara tertulis
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinilai benar, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan menerbitkan keputusan
mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan
program pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali

program pelatihan kerja.



(3) Bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan mengenai
pencabutan penghentian sementara pelaksanaan program
pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disusun dengan mengacu pada Format 8 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26
Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian sementara
pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK
tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1), maka Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan menjatuhkan sanksi

penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.

Bagian Kedua

Penghentian Pelaksanaan Program Pelatihan kerja

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangka Selatan menjatuhkan sanksi administratif berupa
penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dalam hal
LPK:

a. menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan
kerja selama dijatuhi sanksi penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);

b. tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja
kepada Kepala Dinas secara berkala 6 (enam) bulan sekali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

(2) Sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan
program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk surat
keputusan yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan mengenai
penghentian  pelaksanaan  program  pelatihan  kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan
mengacu pada Format 9 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal 28

(1) Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), menetapkan kewajiban yang harus
dipenuhi LPK selama masa penghentian pelaksanaan
program pelatihan kerja.

(2) Selama masa penghentian pelaksanaan program pelatihan
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK dilarang
menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja
yang sedang dihentikan pelaksanaan program pelatihan

kerjanya.

Pasal 29

(1) Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian
pelaksanaan  program = pelatihan kerja dan  telah
menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1), maka LPK wajib melaporkan secara tertulis
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan.

(2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinilai benar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan menerbitkan keputusan
mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program
pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali program
pelatihan kerja.

(3) Bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan mengenai
pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan
mengacu pada Format 10 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 30
Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan
program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),
maka Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Bangka Selatan menjatuhkan sanksi pencabutan izin LPK.



(1)

(2)

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin Lembaga Pelatihan Kerja

Pasal 31

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bangka Selatan menjatuhkan sanksi administratif berupa

pencabutan izin LPK dalam hal LPK:

a. tidak dapat memenuhi kewajibar dimaksud dalam Pasal
30;

b. tidak memenuhi standar mutu LPK dalam jangka waktu
3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9;

c. tidak melaporkan perubahan penanggung jawab LPK atau
alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

d. tidak menyelenggarakan program pelatihan kerja selama
1 (satu) tahun;

e. menyalahgunakan izin LPK;

f. menerbitkan sertifikat pelatihan tanpa proses pelatihan
kerja.

Bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bangka  Selatan mengenai

pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disusun dengan mengacu pada Format 11 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Dalam hal LPK yang dikenai sanksi administratif berupa

pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1), LPK yang bersangkutan berkewajiban untuk:

a.

b.

mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta;
mengembalikan izin LPK kepada kepala dinas tenaga kerja

dan transmigrasi kabupaten bangka selatan.



Pasal 33
LPK yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan
izin LPK dapat mengajukan permohonan izin kembali setelah
melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
pencabutan izin dengan ketentuan LPK yang bersangkutan telah
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dan memenuhi persyaratan permohonan LPK sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34
(1) Dalam hal LPK menggunakan instruktur TKA wajib memiliki
kualifikasi minimal sebagai tenaga ahli dibidangnya.
(2) Ketentuan mempekerjakan instruktur TKA bagi LPK
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
LPK yang memiliki izin setelah Peraturan Bupati ditetapkan
tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, tetap

berlaku sampai dengan berakhirnya izin.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan
pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI BANGKA SELATAN,
dto
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

EDDY SUPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 70



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA KABUPATEN BANGKA SELATAN

BENTUK FORMAT PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

LEMBAGA PELATIHAN KERJA

NO. BENTUK URAIAN
1. Format 1 Penerbitan dan penolakan izin LPK
2. Format 2 Penerbitan izin perubahan LPK
3. Format 3 Tanda Daftar
4. Format 4 Penerbitan izin penambahan program pelatihan kerja
5. Format 5 Laporan realisasi kegiatan pelatihan kerja
6. Format 6 Laporan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja
Keputusan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi
7. Format 7 kabupaten bangka selatan mengenai penghentian
sementara pelaksanaan program pelatihan kerja
Keputusan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi
kabupaten bangka selatan mengenai pencabutan
8. Format 8 .
penghentian sementara pelaksanaan program
pelatihan kerja
Keputusan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi
9. Format 9 kabupaten bangka selatan mengenai penghentian
pelaksanaan program pelatihan kerja
Keputusan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi
10. Format 10 kabupaten bangka selatan mengenai pencabutan
penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja
Keputusan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi
11. Format 11 kabupaten bangka selatan mengenai pencabutan izin

LPK




FORMAT 1 PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN LPK
a. Format Penerbitan Izin LPK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA ........... ,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja
perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan
kerja;

b. berdasarkan permohonan .... nomor......... tanggal .............
tentang penerbitan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)..... sebagai badan
hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara
pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor ...... Tahun ........ ;
d. bahwa  Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).... sebagai badan
hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara
pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Bangka Selatan Nomor ........ Tahun ........ ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai
LPK yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas tenaga

kerja dan transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4637);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 712);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah di
ubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Nomor S5 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

Memutuskan :

Memberikan izin LPK Kepada

a. Nama Lembaga

b. Nomor Registrasi

c. Penanggungjawab

d. Program Pelatihan Kerja

LPK i, dapat menerbitkan dapat menerbitkan
“Sertifikat Pelatihan” untuk program pelatihan kerja yang
diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
huruf e.

LPK i, Sebagaimana pada DIKTUM KESATU
bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan
secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan dengan
tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Bangka Belitung dan Direktur Jenderal Pembinaan

Pelatihan dan Produktifitas, Kementerian Ketenagakerjaan.



KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

Diberikan  untuk  jangka  waktu selama  LPK  aktif

menyelenggarakan pelatihan kerja.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ..........

KEPALA DINAS,

(nama)
NIP i
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian

Ketenagakerjaan;

. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;

. Bupati Bangka Selatan



b. Format Penolakan Penerbitan Izin LPK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

Nomor : Kepada :

Perihal : Penolakan permohonan izin Yth. Pimp. LPK ............c.cocii.

lembaga pelatihan kerja di
1. Berkenaan dengan surat permohonan Saudara Nomor ...... tanggal ..............
perihal ........ permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja, bersama ini
diberitahukan bahwa  setelah dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan
terhadap persyaratan izin Lembaga Pelatihan Kerja. Saudara belum/tidak dapat
diproses lebih lanjut karena :
2. Dapat kami sampaikan pula bahwa saudara dapat mengajukan kembali
permohonan izin lembaga pelatihan kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian lebih lanjut.
KEPALA DINAS,
(nama)
NIP..oiiiiiiiie
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian
Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
3. Bupati Bangka Selatan



FORMAT 2 PENERBITAN IZIN PERUBAHAN LPK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG
IZIN PERUBAHAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA ........... ,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang :  a. bahwa LPK i, telah memperoleh izin
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan
Nomor ... berakhir masa berlakunya pada tanggal .............. ;

b. berdasarkan permohonan .... nomor......... tanggal .............
tentang penerbitan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
c. bahwa LPK ............. sebagaimana dimaksud dalam hurup a
telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin perubahan
LPK sebagaimana diatur dalam  Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;
d. bahwa  Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).... sebagai badan
hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara
pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Bangka Selatan Nomor ........ Tahun ........ ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin
perubahan LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4637);



. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 712);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah di
ubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Nomor S5 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
Beberapa ketentuan dalam keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan Nomor ...... Tahun ...... tentang Izin LPK diubah sebagai
berikut :

Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Memberikan izin LPK Kepada

a.
b.

C.

Nama Lembaga
Nomor Registrasi
Alamat
semula

menjadi

. Penanggungjawab

Semula

Menjadi

. Program Pelatihan Kerja

(tambahan)



KEDUA :  Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

berakhir pada tanggal ............... (sesuaikan izin LPK yang masih
berlaku).

Ditetapkan di ............
pada tanggal ..........

KEPALA DINAS,

(nama)
NIP i,
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian

Ketenagakerjaan;

. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;



FORMAT 3 TANDA DAFTAR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG
TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA ........... ,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu
adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;

b. berdasarkan permohonan .... nomor......... tanggal .............
tentang tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja;

c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)..... sebagai badan hukum
telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan
kerja  sebagaimana diatur dalam = Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor ...... Tahun ........ ;

d. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).... sebagai badan hukum
telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan
kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangka
Selatan Nomor ........ Tahun ........ ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan tanda daftar
sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4637);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 712);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah di
ubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

Memutuskan :

memberi tanda daftar kepada

a. Nama Lembaga

b. Nomor Registrasi

c. alamat

d. Penanggungjawab

e. Program Pelatihan Kerja

LPK ......... dapat menerbitkan dapat menerbitkan “Sertifikat
Pelatihan” untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d.

LPK i, Sebagaimana pada DIKTUM KESATU
bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan
secara periodik 6 (enam) bulan sekali keada Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan dengan
tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi kepulauan bangka belitung dan Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas, Kementerian

Ketenagakerjaan.



KEEMPAT :  Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Diberikan
untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan
kerja.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ..........

KEPALA DINAS,

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian
Ketenagakerjaan;

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



FORMAT 4 PENERBITAN IZIN PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG
IZIN PENAMBHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA .............. ,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa LPK .................... yang telah memperoleh izin
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan
Nomor ........ dlam perkembangannya perlu menambah
program pelatihan kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja;

b. berdasarkan permohonan .... nomor......... tanggal .............
tentang Permohonan Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja
Lembaga Pelatihan Kerja...................ooc.e. ;

c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, (LPK)..cvvenenenenen.
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi
persyaratan dan layak untuk diberikan penambahan program
pelatihan kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin
penambahan program pelatihan kerja yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4637);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 712);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah di
ubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Nomor S5 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin penambahan program pelatihan kerja  kepada :
a. Nama Lembaga

b. Nomor Registrasi

c. Alamat

d. Penanggungjawab

e. Program Pelatihan Kerja

LPK ......... dapat menerbitkan dapat menerbitkan “Sertifikat
Pelatihan” untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d.

LPK i, Sebagaimana pada DIKTUM KESATU
bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan
secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan dengan
tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas, Kementerian

Ketenagakerjaan.



KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan

untuk jangka waktu ............ (boleh melebihi jangka waktu izin
LPK).
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ..........

KEPALA DINAS,

(nama)
NIP i
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian

Ketenagakerjaan;

. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;



FORMAT 5 LAPORAN REALISASI KEGIATAN PELATIHAN

(Kop Surat)

LAPORAN KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
Laporan Semester/Tahun : ......... YA

A. Data Umum

Nama LPK

Nomor Registrasi

Alamat

a. Kantor
b. Telp./Fax
c. E-Mail

4. | Nomor/tanggal izin /atau
tanda daftar LPK

Jenis LPK

Nama

e Kepala/Direktur LPK
e Nomor telepon

7. Nama

e Penanggungjawab
operasional LPK

e Jabatan

e Nomor telepon

8. | Status Akredetasi
Nomor SK Akreditasi

9. | Ruang Lingkup LK

(Program kegiatan dan
pelatihan yang
ditawarkan)

10. | Jumlah Karyawan Laki-laki Perempuan Keterangan

a. Tenaga pelatihan tetap

b. Tenaga pelatihan tidak
tetap

. Instruktur tetap

0|0

. Instruktur tidak tetap

¢

. Asesor kompetensi

=

Instruktur/Asesor yang
berkewarganegaraan
asing




B. Kegiatan program pengembangan pelatihan

Durasi Standar
No. Nama Program Inisiator/Pemohon | Pelatihan andar Keterangan
(JP) Kompetensi
(1) (2) (3) (4) () (6)
1 | Cleaning Servis Dubai 3 bulan SKKNI no. Dalam
Rumah Sakit (270 JP) 270 Tahun |rangka
2010 mengisi
lowongan
kerja di Uni
Eropa
2
C. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan
Jadwal Jumlah Jumlah
No. Nama Program Keterangan
pelaksanaan peserta lulusan
(1) (2) 8 (4) (5 (6)
1 | Cleaning Servis Maret-Mei 100 orang 98 orang | 2 orang
Rumah Sakit mengundurkan
diri
2
TUK
No. Skema sertifikat Kapasitas LSP
e Di isi apablila LPK menjadi sebagi TUK
D. Kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jumlah
Skema Jadwal Jumlah yang
No. Nama LSP sertifikasi | pelaksanaan | peserta uji | dinyatakan Keterangan
kompeten
(1) (2) (3) “4) ) (6) (7)
1 | LSP Cleaning | Cleaning |3 - 6 Juni 98 Orang | 90 Orang 8 orang
Servis Servis belum
Rumah kompeten
Sakit
E. Kegiatan pengembangan kelembagaan dan SDM LPK
No. Nama kegiatan Jadwal Lokasi Penyelenggara | Keterangan
(1) @) (3) 4) ) (6)
1 Bimtek Tata Kelola 20-24 Semarang | Dinas Provinsi -
LPK Agustus Jawa Tengah




F. Kemitraan / kerjasama dengan stake holder terkait

No. Nama Mitra Alamat Bentuk kemitraan
(1) (2) 3) (4)
1 PT PHAN BROTHER Boyolali, Jalan abc nomor | Pelatihan dan
123 Penempatan Tenaga
Kerja Menjahit
2
G. Kendala yang dihadapi
No. Kendala Solusi Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 Pembiayaan pelatihan Kerjasama dengan
perusahaan melalui dana
CSR
2

H. Hal-hal yang ingin dilaporkan
1. Hal-hal yang berkaitan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

2. Dst




FORMAT 6 LAPORAN REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN PELATIHAN KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

No.

Nama LPK

Nomor
Registrasi

Alamat
kantor/Telp/Fax/Email

Nomor &
tanggal izin
atau tanda

daftar

Nama
Kepala LPK
dan nomor

telp/HP

Program Pelatihan yang diselenggarakan

Nama
Program

Jumlah
Peserta

Jumlah
Lulusan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)




Sebagai Unit Kompentensi Jumlah Karyawan
Kejuruan sesrltii%rlil:si Kapasitas | Nama LSP | Tenaga Pelatihan Tetap Tenaga P;ﬁ‘z?an Tidale Instruktur Tetap Instruktur Tidak Tetap
L P L P L P L P
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pada tanggal ...................
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
(nama)
NIP...oooiiiiiiiiiene




FORMAT 7 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA SELATAN MENGENAI PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG
PEMBERIAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa LPK .................... tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana diatur pada Pasal Peraturan Bupati Bangka
Selatan Nomor ......... Tahun .......... Tentang Tata Cara
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

b. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/monitoring Tim
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurup a dan huruf b, maka pelaksanaan program
pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh LPK .........................
Perlu dihentikan sementara yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4637);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 712);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor
5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2021 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 7);
MEMUTUSKAN :

Memberikan izin penambahan program pelatihan kerja
kepada :

a. Nama Lembaga

b. Nomor Registrasi

Alamat

o

o

Penanggungjawab
e. Program Pelatihan Kerja

(yang dihentikan)
Jangka waktu penghentian sementara program pelatihan kerja
diberikan selama .........................lL (paling lama 6 (enam)bulan);
Selama dalam penghentian sementara program pelatihan kerja
LPK i, sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU tidak diizinkan menerima peserta pelatihan kerja baru

untuk program pelatihan kerja yang dihentikan;



KEEMPAT :  Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
telah memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan laporan
tertulis dan hasil monitoring, maka izin LPK yang diberhentikan
program pelatihan kerja dapat dilanjutkan kembali kegiataanya;

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ..........

KEPALA DINAS,

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian
Ketenagakerjaan;

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;



FORMAT 8 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA SELATAN MENGENAI PENCABUTAN PENGHENTIAN
SEMENTARA PROGRAM PELATIHAN KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG
PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa LPK ... telah  dikenakan  sanksi
penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja
melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan;

b. bahwa LPK ................... Telah memenuhi kewajiban selama
penghentian sementara;

c. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/monitoring Tim
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurup a, huruf b, huruf ¢ maka sanksi penghentian
sementara pelaksanaan program pelatihan kerja LPK
......................... dicabut dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4637);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 712);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor
5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2021 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Mencabut sanksi penghentian sementara izin pelaksanaan
program pelatihan kerja :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Registrasi
c. Alamat
d. Penanggungjawab
e. Program Pelatihan Kerja

(yang dihentikan)
LPK i, Sebagaimana pada Diktum KESATU
dapat melaksanakan kembali kegiatan pelatihan dan
bertanggungjawab menyampaikan laporan kegiatan secara
periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan dengan tembusan
instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi kepulauan
bangka belitung dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan ;



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ..........

KEPALA DINAS,

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian
Ketenagakerjaan;

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;



FORMAT 9 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA SELATAN MENGENAI PENGHENTIAN PROGRAM
PELATIHAN KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG
PEMBERIAN SANKSI

PENGHENTIAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. Bahwa LPK .................... yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ......... Peraturan
Bupati Bangka Selatan Nomor ...... Tahun .......... Tentang

Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
Kerja Kabupaten Bangka Selatan; atau

b. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/monitoring Tim
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
Selatan;

c. bahwa LPK ......... sampai jangka waktu sanksi administrasi
berupa penghentian sementara pelaksanaan program
pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........
Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ..... Tahun .......
tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga
Pelatihan Kerja Kabupaten Bangka Selatan, maka LPK
..................... telah memenuhi syarat untuk dikenakan
sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka pelaksanaan
program pelatihan kerja oleh LPK ......................... Perlu
dihentikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan;



Mengingat

Menetapkan
KESATU

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 712);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor
5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2021 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan izin pelaksanaan program pelatihan kerja LPK
kepada :

a. Nama Lembaga

b. Nomor Registrasi

c. Alamat

d. Penanggungjawab

e. Program Pelatihan Kerja

(yang dihentikan)



KEDUA Jangka waktu penghentian sementara program pelatihan kerja
diberikan selama .......... (paling lama 3 (tiga) bulan.

KETIGA Selama dalam penghentian sementara LPK ................... Yang
dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diizinkan menerima
peserta pelatihan kerja baru untuk program kerja yang
diberhentikan;

KEEMPAT Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
telah memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan laporan
tertulis dan hasil monitoring, maka LPK yang diberhentikan
sementara program  pelatihannya dapat dilanjtkan kembali
kegiatannya;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ..........
KEPALA DINAS,
(nama)
NIP (oo
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian
Ketenagakerjaan;

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;



FORMAT 10 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA SELATAN MENGENAI PENCABUTAN PENGHENTIAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG
PENCABUTAN PENGHENTIAN
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa LPK ... telah  dikenakan  sanksi
penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja melalui
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangka Selatan;

b. bahwa LPK ......... telah memenuhi kewajiban selama
penghentian sementara;

c. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/monitoring Tim
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka sanksi penghentian
pelaksanaan program pelatihan kerja LPK ..............c....c.ee.
dicabut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4637);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 712);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor
5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2021 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Mencabut sanksi penghentian izin pelaksanaan program
pelatihan kerja kepada :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Registrasi
c. Alamat
d. Penanggungjawab
e. Program Pelatihan Kerja

(yang dihentikan)
LPK .........c.... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dapat melaksanakan kembali kegiatan pelatihan dan
bertanggungjawab menyampaikanan laporan kegiatan secara
periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada instansi yang
bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas

Kementerian Ketenagakerjaan;



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ..........

KEPALA DINAS,

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian
Ketenagakerjaan;

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;



FORMAT 11 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA SELATAN MENGENAI PENCABUTAN IZIN LPK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Jalan Gunung Namak Toboali Telp/Fak 0718 4220107 Kode Pos 33783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG
PENCABUTAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor........ Tahun............ tentang
penerbitan Lembaga Pelatihan Kerja .................... telah

memiliki izin sebagai sebagai lembaga pelatihan kerja;
b. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/monitoring Tim

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

Selatan;

c. bahwa LPK ................... tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........ Peraturan Bupati
Bangka Selatan Nomor ..... Tahun ....... tentang Tata Cara

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Kabupaten Bangka Selatan, maka LPK ..................... telah
memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pencabutan izin
lembaga pelatihan kerja;

d. bahwa LPK .................... sampai jangka waktu sanksi
administratif berupa  penghentian pelaksanaan program
pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......
Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ...... Tahun .........
tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga
Pelatihan Kerja Kabupaten Bangka Selatan, maka LPK
...................... Telah memenuhi syarat untuk dikenakan

sanksi pencabutan sanksi izin lembaga pelatihan kerja;



Mengingat

Menetapkan
KESATU

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan tentang Pencabutan

Izin Lembaga Pelatihan Kerja .......c.cocoviiiiiiiiiiinn. ;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 712);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17

Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor
5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2021 Nomor 5);

. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Mencabut izin lembaga pelatihan kerja atas :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Registrasi

c. Alamat



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

1. Direktur

d. Penanggungjawab

Dengan dicabutnya izin LPK ........ccccoiiiiiiiiiiiiininnn... , maka

LPK .o Dilarang menyelenggarakan

seluruh program pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ........ Tahun .........

tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan

Kerja Kabupaten Bangka Selatan;

LPK oo, berkewajiban untuk;

a. mengembalikan biaya pelatihan kepada peserta;

b. mengembalikan izin lembaga pelatihan kerja kepada Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
Selatan,;

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib

dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bangka Selatan;

LPK .o, wajib mengembalikan asli keputusan

izin penerbitan lembaga pelatihan kerja ............c.cooiiiiiil,

kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

Selatan,;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ..........

KEPALA DINAS,

Jenderal Pembinaan Pelattihan dan Produktifitas Kementerian

Ketenagakerjaan;

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;



